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ABSTRAK

Background: Tingginya harapan masyarakat Desa Sungai Pinang terhadap
pelayanan administrasi berbasis digital mendorong perlunya transformasi
sistem kerja aparatur desa menuju pelayanan yang modern dan efisien.
Program pengabdian ini bertujuan mengubah sistem pelayanan administrasi
desa dari manual ke digital melalui penerapan aplikasi layanan publik desa.
Metode: yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan
pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan
desa. Tahapan kegiatan meliputi observasi, wawancara, serta pre-test untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan aparatur desa, dilanjutkan dengan
pelatihan penggunaan sistem manual dan digital bersama mitra PT Digital
Desa Indonesia. Hasil: kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada
pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, disertai perubahan pola kerja
menuju digitalisasi. Implementasi aplikasi desa digital berdampak positif pada
efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan administrasi, sekaligus
meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat. Kesimpulan:
pengabdian ini berhasil mendorong transformasi pelayanan administrasi desa
melalui pendekatan partisipatif, pelatihan, dan pendampingan teknis.
Memperkuat kapasitas aparatur desa dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang modern, adaptif, partisipatif, dan berbasis data.
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ABSTRACT

Background: The high expectations of the community in Sungai Pinang Village
for digital-based administrative services highlight the need for a
transformation in the working system of village officials towards more modern
and efficient service delivery. This community engagement programme aims
to shift the village administrative service system from manual to digital
through the implementation of a village public service application. Method:
The programme applied the Participatory Rural Appraisal (PRA) method with a
participatory planning approach involving local stakeholders. The stages
consisted of observation, interviews, and pre-tests to identify the needs and
readiness of village officials, followed by training on both manual and digital
administrative systems in collaboration with PT Digital Desa Indonesia.
Results: The activities demonstrated a significant improvement in the
knowledge and skills of village officials, alongside a shift in working practices
towards digitalisation. The implementation of the digital village application
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had a positive impact on the efficiency, effectiveness, and quality of
administrative services, while also enhancing transparency and public
satisfaction. Conclusion: This programme successfully encouraged the
transformation of village administrative services through participatory
approaches, training, and technical assistance. It strengthened the capacity of
village officials and fostered governance that is modern, adaptive,
participatory, and data-driven.

© 2025 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat
BY

dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam
mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Secara global, transformasi digital telah menjadi tolok ukur kemajuan pemerintahan,
termasuk pada level pemerintahan lokal seperti desa (United Nations Department of Economic
and Social Affairs, 2022; Mardinata et al., 2023). Digitalisasi memungkinkan pemerintah desa
meningkatkan akses layanan publik, mempercepat proses administrasi, serta meminimalisasi
praktik birokrasi yang berbelit-belit. Di Indonesia, digitalisasi pelayanan desa semakin relevan
seiring dengan penguatan otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kebijakan
ini menegaskan pentingnya Sistem Informasi Desa (SID) sebagai alat utama tata kelola pelayanan
publik yang akuntabel dan partisipatif.

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan desa di
Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam aspek kapasitas sumber
daya manusia dan kelembagaan. Mardinata et al. (2023) menekankan pentingnya transformasi
digital melalui Sistem Informasi Desa (SID) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi aparatur desa dalam
pengelolaan administrasi. Penelitian oleh Muhidin et al. (2024), menunjukkan bahwa
pengembangan sumber daya manusia aparatur desa masih terbatas dan memerlukan strategi
adaptif dalam menghadapi era digital. Azwar et al. (2025) menegaskan bahwa kapasitas
pemerintahan desa, termasuk kemampuan perangkat dalam menjalankan administrasi, menjadi
indikator utama tercapainya kinerja pemerintahan yang efektif. Kholik et al. (2025) menambahkan
bahwa optimalisasi penggunaan dana desa sangat bergantung pada strategi pengembangan SDM
yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, Riewpassa et al. (2025) menyoroti upaya peningkatan
kualitas layanan publik melalui penguatan kapasitas aparatur desa sebagai langkah penting
mewujudkan pelayanan prima.

Sebagai respon terhadap berbagai persoalan tersebut, sejumlah penelitian lebih mutakhir
menyarankan digitalisasi administrasi desa melalui penerapan e-government. Pribadi et al. (2023),
Haryono et al. (2023) & Rizky et al. (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi
dapat mengatasi keterbatasan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi. European
Commission (2023); OECD (2024) menyebut e-government sebagai mekanisme interaksi baru
antara pemerintah dan masyarakat melalui teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Lailiyah (2022) menambahkan bahwa sistem digital desa dapat meningkatkan
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akurasi data kependudukan dan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, serta membuka
akses pemasaran produk desa secara daring. Penelitian oleh Ambarsari et al. (2024), Manaf et al.
(2023), Ismail et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat hubungan pemerintah
desa dan masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif dan transparan. Pratama et al. (2025)
menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital oleh aparatur desa sebagai fondasi
profesionalisme pelayanan publik, sementara Ningrum et al. (2025) menunjukkan keberhasilan
penggunaan barcode dalam pelayanan administrasi sebagai contoh inovasi berbasis teknologi
yang nyata dan aplikatif di tingkat desa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa transformasi digital desa masih menghadapi
tantangan signifikan. Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mayoritas dari 242 desa masih
mengandalkan sistem administrasi manual. Salah satu contoh nyata adalah Desa Sungai Pinang di
Kecamatan Tambang, yang hingga kini belum menerapkan sistem digital dalam penyelenggaraan
layanan administrasi pemerintahan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kampar, 2023). Hal ini mengakibatkan lambatnya pelayanan, risiko kehilangan arsip penting,
tidak akuratnya data kependudukan, serta rendahnya transparansi kepada masyarakat. Selain itu,
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa dalam bidang teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), minimnya pelatihan teknis, dan tidak tersedianya infrastruktur dasar seperti
komputer dan akses internet menjadi kendala utama yang menghambat proses digitalisasi
(Lembaga Administrasi Negara, 2018). Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang cepat, tepat, dan terbuka semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan literasi digital
dan meningkatnya kesadaran warga terhadap hak-haknya sebagai pengguna layanan.
Ketimpangan antara tuntutan kebijakan nasional dan realitas kapasitas desa menciptakan
kesenjangan digital (digital divide) yang signifikan (Mayyora et al, 2025). Oleh karena itu,
intervensi strategis dalam bentuk pengembangan sistem digitalisasi administrasi yang sesuai
dengan kondisi dan kapasitas lokal menjadi sangat penting untuk mengakselerasi reformasi tata
kelola desa.

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Sungai Pinang. Berdasarkan hasil
observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan perangkat desa, teridentifikasi lima
persoalan utama dalam penyelenggaraan administrasi desa. Pertama, pelayanan masih dilakukan
secara manual, lambat, dan rentan terhadap kehilangan dokumen atau data. Kedua, belum
tersedia Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi, padahal implementasi SID telah
diamanatkan secara normatif dalam regulasi nasional. Ketiga, kapasitas SDM desa dalam
penguasaan teknologi masih sangat terbatas, sebagaimana juga ditegaskan dalam laporan LAN
(2018) tentang rendahnya kompetensi digital aparatur desa di Indonesia. Keempat, sarana
prasarana penunjang digitalisasi sangat terbatas, termasuk kurangnya perangkat komputer, akses
internet stabil, serta belum adanya kebijakan internal desa yang mendukung transformasi digital.
Kelima, pelayanan manual tidak lagi sejalan dengan harapan masyarakat yang mendambakan
layanan cepat, akurat, dan mudah diakses. Untuk menjawab persoalan tersebut, solusi yang
ditawarkan dalam kegiatan ini meliputi: (1) pengembangan aplikasi layanan publik desa yang
sederhana dan sesuai kebutuhan lokal; (2) penyediaan pelatihan intensif berbasis problem-based

training untuk meningkatkan kompetensi digital aparatur desa; (3) pendampingan teknis dalam
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pengoperasian aplikasi dan tata kelola dokumen digital; (4) fasilitasi pengadaan sarana prasarana
dasar seperti komputer dan jaringan internet; serta (5) penyusunan panduan layanan digital dan
kebijakan internal desa yang mendorong keberlanjutan digitalisasi. Dengan solusi terpadu ini,
diharapkan Desa Sungai Pinang mampu bertransformasi menuju tata kelola administrasi yang
modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan yang cukup tajam antara
tuntutan nasional terkait digitalisasi pelayanan publik dengan kondisi faktual di tingkat desa.
Secara nasional, pemerintah telah mendorong transformasi digital sebagai strategi peningkatan
kualitas pelayanan publik, namun di banyak desa, termasuk Desa Sungai Pinang, digitalisasi
belum dapat diwujudkan karena keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kapasitas
sumber daya manusia, serta belum adanya sistem yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Gap inilah
yang menjadikan kegiatan ini relevan sekaligus mendesak untuk dilaksanakan. Kebaruan (novelty)
kegiatan ini terletak pada penggunaan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dalam
pengembangan aplikasi digital administrasi desa, sehingga berbeda dari model digitalisasi top-
down yang seringkali tidak kontekstual. Selain itu, pelatihan partisipatif dengan metode
pemecahan masalah nyata (problem-based training) memberikan nilai tambah karena langsung
menyasar tantangan yang dihadapi aparatur desa. Kebaruan lainnya adalah penyusunan panduan
layanan digital yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat direplikasi oleh desa lain dengan
kondisi serupa. Dengan demikian, inovasi kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi,
tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan desa melalui
pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan sistem pelayanan administrasi desa yang
sederhana namun efektif, dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan tingkat
kesiapan desa. Melalui sistem digitalisasi yang terintegrasi, diharapkan pelayanan publik menjadi
lebih cepat, akurat, transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Program ini diharapkan mampu menjadi percontohan dalam mendorong digitalisasi

pemerintahan desa di wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Participatory Rural Appraisal

(PRA) yang dipadukan dengan participatory action learning dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
Pemilihan metode PRA didasarkan pada pertimbangan bahwa digitalisasi administrasi desa tidak
dapat hanya dipaksakan secara teknis, melainkan harus berakar pada kebutuhan lokal dan
keterlibatan aktif aparat desa agar sistem yang dibangun bersifat kontekstual dan berkelanjutan
(Gatty & Narayanan, 2025). PRA memungkinkan masyarakat desa, khususnya aparat desa, untuk
berbagi pengalaman, menganalisis kondisi aktual, dan merencanakan aksi sesuai realitas sosial
dan kelembagaan lokal (Gatty & Narayanan, 2025). Pendekatan semacam ini juga efektif untuk
meminimalkan resistensi terhadap perubahan karena seluruh tahapan dirancang berdasarkan
partisipasi aktif (Entsminger et al., 2024).

Mitra utama dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Sungai Pinang. Partisipan yang
terlibat terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, serta staf

administrasi dengan jumlah total 15 orang. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposif karena
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mereka adalah aktor kunci dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi. Selain itu, beberapa
tokoh masyarakat dilibatkan dalam FGD untuk memberi masukan mengenai kebutuhan layanan
publik desa.

Secara teknis, kegiatan dilaksanakan dalam tiga fase utama. Pertama, fase persiapan
mencakup koordinasi dengan pemerintah desa, observasi lapangan, wawancara, telaah dokumen,
dan pelaksanaan pre-test untuk memetakan kondisi awal pengetahuan dan keterampilan aparatur
desa. Kedua, fase pelaksanaan diawali dengan FGD perencanaan partisipatif untuk merancang
sistem digital yang sesuai kebutuhan desa. Selanjutnya, pelatihan dilakukan meliputi pengelolaan
data administrasi, penggunaan surat elektronik, dan pengarsipan digital. Implementasi sistem
dilakukan dengan pendampingan teknis langsung oleh tim pengabdi bersama mitra PT Digital
Desa Indonesia, sekaligus penyusunan SOP layanan digital desa. Ketiga, fase evaluasi dilakukan
melalui post-test, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner untuk mengukur peningkatan
kapasitas aparatur desa serta kepuasan terhadap sistem baru.

Tabel 1. Alur Tahapan Kegiatan Pengabdian di Desa Sungai Pinang

Fase Kegiatan Utama Output

Peta masalah administrasi
desa- Data awal kapasitas
SDM aparatur- Identifikasi
kebutuhan aplikasi digital

Desain aplikasi sesuai
kebutuhan lokal-

Koordinasi dengan Pemerintah Desa- Observasi
Persiapan lapangan- Wawancara dan telaah dokumen- Pre-
test pengetahuan aparatur

FGD perencanaan partisipatif- Pelatihan aparatur
(pengelolaan data, surat elektronik, arsip digital)-

Pelaksanaan . . . . Peningkatan  keterampilan
Pendampingan teknis implementasi aplikasi-
Penyusunan SOP layanan digital aparatur-  SOP layanan
yd Y & digital desa
Data peningkatan kapasitas
. Post-test pengetahuan aparatur- Wawancara SDM- Evaluasi efektivitas
Evaluasi

mendalam- Penyebaran kuesioner kepuasan aplikasi- Rekomendasi
keberlanjutan program

Sumber: Data diolah dari hasil observasi dan pelaksanaan program pengabdian di Desa Sungai
Pinang, 2025.

Instrumen evaluasi yang digunakan meliputi lembar pre-test dan post-test berbasis pilihan
ganda dan studi kasus, panduan wawancara, serta kuesioner dengan skala Likert untuk menilai
kepuasan dan persepsi pengguna. Validitas instrumen diuji melalui uji expert judgement oleh dua
dosen bidang administrasi publik, sedangkan reliabilitas kuesioner diperoleh menggunakan uji
konsistensi internal (Cronbach’s Alpha), yang merupakan metode umum dalam penelitian sosial
dan manajemen (Adeniran, 2024; SIGCS, 2024).

Proses pengembangan aplikasi digital administrasi desa dilakukan secara bertahap.
Pertama, tim pengabdi bersama mitra PT Digital Desa Indonesia melakukan asesmen kebutuhan
untuk menyesuaikan fitur aplikasi dengan kondisi lokal. Kedua, rancangan aplikasi difokuskan
pada kemudahan penggunaan (user-friendly), meliputi layanan surat menyurat, arsip digital, dan
administrasi data kependudukan. Ketiga, aplikasi diuji coba secara terbatas bersama aparatur

desa, lalu dilakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik (feedback). Hasil akhirnya berupa
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aplikasi layanan administrasi desa yang sederhana, mudah dioperasikan, dan dapat direplikasi
pada desa lain dengan karakteristik serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pelatihan Administrasi Manual sebagai Dasar Digitalisasi

Untuk mendukung transformasi pelayanan administrasi desa dari sistem manual ke
digital, tim pengabdi menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur Desa
Sungai Pinang. Pelatihan awal difokuskan pada pengelolaan administrasi secara manual
sebagai fondasi sebelum penerapan sistem digital. Dalam kegiatan ini, aparatur desa dibimbing
dalam pengelolaan buku administrasi manual (Tabel 2) dan penataan surat-menyurat (Tabel 3).

Jenis administrasi dan pelayanan yang dilatihkan mencakup administrasi umum,
penduduk, keuangan, pembangunan, kelembagaan, mutasi penduduk, kelahiran, kematian,
pernikahan, pertanahan, dan perpajakan. Pelatihan penataan administrasi surat-menyurat
bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan prosedural.
Secara keseluruhan, pendekatan ini memastikan aparatur desa memahami prosedur dasar
administrasi manual sebelum beralih ke sistem digital. Jenis-jenis pelayanan administrasi desa
yang dilatihkan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Administrasi Pemerintahan Desa

Kategori Administrasi Jenis Administrasi

.. . Peraturan desa, keputusan kepala desa, inventaris, aparatur,

Administrasi Umum o
tanah desa, agenda, ekspedisi

Administrasi Penduduk Data induk, mutasi, rekap bulanan, penduduk sementara

Administrasi Keuangan APBDes, kas umum, kas pembantu, kas harian

Administrasi Pembangunan  Rencana, kegiatan, inventaris proyek, kader pembangunan

Administrasi Kelembagaan PKK, LPMD, Karang Taruna, Posyandu, RT, BPD

Sumber: Data diolah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2016).

Tabel 3. Jenis Pelayanan Administrasi Desa

Kategori Administrasi Jenis Pelayanan

Formulir KK/KTP, biodata, domisili, perubahan data, surat
pernyataan
Surat pindah antar wilayah, pengantar pindah, permohonan

Kependudukan

Mutasi Penduduk . ..

mutasi provinsi
Kelahiran Surat kelahiran, SPTJM data kelahiran dan status pernikahan
Kematian Surat kematian, surat penguburan
Pernikahan Pengantar nikah, surat belum/pernah menikah, surat duda/janda
Pertanahan Sporadik, kepemilikan tanah, jaminan rumah, ahli waris
Administrasi Umum SKTM, usaha, izin, SKCK, surat keterangan umum lainnya
Perpajakan DHKP, SPPT, laporan mingguan

Sumber: Data diolah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2019).
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2. Implementasi Sistem Digital Desa Sungai Pinang

Digitalisasi pemerintahan desa di Desa Sungai Pinang telah diwujudkan melalui
pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang mencakup layanan surat-menyurat
online, website profil desa, administrasi perpajakan digital, serta pengelolaan data bantuan sosial
secara daring. Sistem ini dikembangkan bersama PT. Digital Desa Indonesia sebagai mitra teknis
kegiatan. =~ Website resmi digital desa Sungai Pinang dapat diakses melalui:
https://online.digitaldesa.id/14.01.03.2014 https://profil.digitaldesa.id/simalinyang-kamparkab

) hitps://online digitaldesaid/14.01.03 2014
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Gambar 1. Beranda Digitalisasi Pemerintah Desa Gambar 2. Website Desa Sungai Pinang
Sungai Pinang

Pengembangan aplikasi digital pelayanan administrasi ini telah mentransformasi sistem
layanan dari metode manual menjadi berbasis daring. Layanan yang tersedia mencakup
kependudukan, pernikahan, pertanahan, perpajakan, dan berbagai surat administrasi lainnya.
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem digital mampu mengatasi keterbatasan aparatur desa
dalam pengelolaan administrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Layanan
digital desa yang diterapkan memberikan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi dalam
penyelesaian layanan administrasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian menghasilkan keberhasilan transformasi
pelayanan publik dari metode manual menuju sistem digital, yang ditunjukkan dengan
meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi administrasi digital,
percepatan proses layanan administrasi dari rata-rata 2-3 hari menjadi hanya 1 hari bahkan
hitungan jam, peningkatan efisiensi layanan hingga rata-rata 60%, serta tingkat kepuasan
masyarakat yang tinggi, di mana 90% responden menyatakan puas terhadap pelayanan

administrasi berbasis digital.
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Gambar 2. Diagram Hasil Survei Tingkat Pemahaman Perangkat Desa dan Tingkat Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Menggunakan Teknologi Digital

Dari hasil pre-test dan post-test, diketahui bahwa pemahaman perangkat desa terhadap
konsep layanan berbasis teknologi meningkat dari rerata skor 45 (kategori rendah) menjadi 85
(kategori tinggi) pada skala 0-100. Selain itu, aktivitas pelayanan administrasi, seperti pembuatan
surat keterangan, mutasi penduduk, dan arsip kependudukan kini dapat dilakukan dengan waktu
yang lebih cepat, rata-rata 60% lebih efisien dibandingkan dengan sebelum digitalisasi. Hasil
observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa sebelum adanya digitalisasi, proses surat-
menyurat memerlukan waktu 2-3 hari karena ketergantungan pada pencatatan manual dan
dokumen fisik. Setelah pelatihan dan implementasi aplikasi, proses tersebut dapat diselesaikan
dalam 1 hari bahkan dalam hitungan jam. Penataan dokumen dan sistem pengarsipan juga lebih
tertata melalui penyimpanan data berbasis cloud yang dapat diakses kapan pun oleh perangkat
desa, sehingga mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan data. Dari sisi persepsi
masyarakat, hasil kuesioner yang dibagikan kepada 30 warga menunjukkan bahwa 90%
masyarakat menyatakan puas terhadap peningkatan layanan desa. Komponen yang paling
diapresiasi adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan kecepatan pelayanan.
Sebelumnya, masyarakat harus datang langsung dan menunggu lama, namun kini beberapa
dokumen dapat diurus melalui layanan yang terhubung secara daring. Hal ini menunjukkan
bahwa penerapan teknologi digital tidak hanya menguntungkan aparatur desa tetapi juga
memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Namun, pengabdian ini juga menghadapi
beberapa tantangan, antara lain keterbatasan perangkat keras yang tersedia di kantor desa dan
belum meratanya kapasitas semua perangkat desa dalam menguasai fitur-fitur teknologi lanjutan.
Beberapa perangkat desa yang berusia lanjut membutuhkan pendampingan lebih intensif. Selain
itu, jaringan internet yang belum stabil di wilayah tertentu menjadi kendala teknis saat
pengoperasian sistem digital.

Hasil ini menunjukkan bahwa program digitalisasi administrasi desa dapat menjadi model
intervensi pembangunan desa berbasis teknologi yang efektif, terutama ketika dilaksanakan
dengan pendekatan partisipatif yang kuat. Kunci keberhasilan adalah adanya sinergi antara tim
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pengabdi, mitra perangkat desa, dan dukungan dari masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini,
keberlanjutan program digitalisasi lebih terjamin dan dapat dijadikan praktik baik bagi desa-desa
lain di wilayah Kabupaten Kampar maupun Riau pada umumnya. menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan signifikan dalam kapasitas perangkat desa dalam mengelola pelayanan administrasi
secara digital. Berdasarkan hasil post-test yang dilakukan setelah pelatihan, sebanyak 85%
perangkat desa mampu mengoperasikan aplikasi administrasi digital secara mandiri. Selain itu,
terjadi peningkatan kecepatan dalam proses pelayanan surat menyurat, di mana sebelumnya
membutuhkan waktu rata-rata 2-3 hari kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 hari.
Kegiatan pelatihan juga berhasil meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola
administrasi berbasis data yang akurat dan terdokumentasi.

Dari sisi kualitas layanan, masyarakat mengapresiasi kehadiran sistem digital karena
mampu menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses layanan. Evaluasi dari kuesioner
yang dibagikan kepada 30 responden masyarakat menunjukkan bahwa 90% menyatakan puas
terhadap layanan administrasi desa pasca-implementasi sistem digital. Tantangan yang dihadapi
selama pelaksanaan adalah keterbatasan infrastruktur seperti sinyal internet yang tidak stabil dan
keterbatasan perangkat komputer. Namun, kendala tersebut diatasi melalui kolaborasi dengan
pihak ketiga untuk menyediakan akses internet terbatas dan pelatihan pemanfaatan perangkat
secara optimal. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkenalkan sistem digital sebagai
solusi praktis untuk reformasi layanan publik di desa. Model digitalisasi yang diterapkan dinilai
relevan dan dapat direplikasi ke desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kampar yang memiliki

tantangan serupa.

Pembahasan

Transformasi sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi
fondasi utama dalam proses digitalisasi administrasi Desa Sungai Pinang. Pelatihan berbasis
manual yang diberikan sebelum penerapan sistem digital terbukti efektif dalam memudahkan
aparatur desa saat beralih ke teknologi digital. Temuan ini sejalan dengan Pratama et al. (2025)
yang menekankan pentingnya penguasaan keterampilan dasar administrasi sebagai langkah awal
sebelum penggunaan teknologi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya
ditentukan oleh ketersediaan perangkat, melainkan juga kesiapan SDM dalam memahami proses
manual sebagai basis pengelolaan data. Perbandingan dengan penelitian Lailiyah (2022) turut
memperkuat bukti bahwa ketertiban administrasi manual merupakan fondasi penting bagi
akurasi data digital.

Peningkatan kapasitas SDM terlihat dari hasil post-test yang menunjukkan 85% aparatur
desa mampu mengoperasikan aplikasi digital secara mandiri. Capaian ini mengonfirmasi temuan
Muhidin et al. (2025); Azwar et al. (2025) bahwa kompetensi SDM merupakan faktor kunci dalam
efektivitas tata kelola desa. Namun demikian, sebagaimana diingatkan Kholik et al. (2025),
penguatan kapasitas tersebut perlu diiringi dengan strategi adaptif agar reformasi administrasi
desa dapat berkelanjutan. Kasus di Desa Sungai Pinang memperlihatkan adanya pergeseran
signifikan dari keterbatasan awal menuju literasi digital yang memadai, meskipun masih terdapat

sebagian aparatur yang membutuhkan pendampingan lanjutan.
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Dari sisi pelayanan publik, digitalisasi terbukti mempercepat prosedur, meningkatkan
transparansi, dan menyederhanakan layanan administrasi desa. Kondisi ini konsisten dengan
temuan Pribadi et al. (2023), Haryono et al. (2023) & Rizky et al. (2025), yang menegaskan peran
teknologi informasi dalam mengatasi keterbatasan kapasitas aparatur. Secara global, European
Commission (2023), OECD (2024) juga menilai e-government sebagai sarana modern untuk
menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif. Dengan demikian, meskipun digitalisasi di
Desa Sungai Pinang berlangsung pada tingkat lokal, hasilnya tetap selaras dengan tren
internasional mengenai transformasi digital pemerintahan.

Namun, implementasi digitalisasi di Sungai Pinang tidak lepas dari kendala teknis seperti
keterbatasan perangkat keras, literasi digital yang belum merata, dan jaringan internet yang tidak
stabil. Temuan ini sejalan dengan Riewpassa et al. (2025) yang menyoroti bahwa penguatan
kapasitas aparatur sering terkendala oleh minimnya infrastruktur dan dukungan teknologi. Meski
demikian, pendampingan intensif dan kolaborasi dengan pihak ketiga terbukti mampu
mengurangi hambatan tersebut. Hal ini konsisten dengan rekomendasi Mardinata et al. (2023)
yang menekankan perlunya integrasi antara dukungan kelembagaan, penyediaan infrastruktur,
dan partisipasi masyarakat dalam strategi digitalisasi desa.

Implikasi dari program ini menunjukkan bahwa model digitalisasi administrasi Desa
Sungai Pinang berpotensi direplikasi ke desa-desa lain di Kabupaten Kampar maupun wilayah
Riau. Keberhasilan program dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif, kolaborasi antara tim
pengabdi, pemerintah desa, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Temuan ini
mendukung argumen Manaf et al. (2023); Ambarsari et al. (2024); Ismail et al. (2025) bahwa
digitalisasi mampu memperkuat hubungan pemerintah desa dengan masyarakat melalui layanan
yang lebih efektif dan transparan. Selain itu, praktik di Sungai Pinang juga selaras dengan amanat
UU No. 6 Tahun 2014 yang menekankan tata kelola desa partisipatif dan akuntabel.

Jika dibandingkan dengan penelitian global, khususnya dalam UNDESA (2022), digitalisasi
di Sungai Pinang memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu tidak hanya meningkatkan
efisiensi tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik. Dengan demikian,
pengalaman Desa Sungai Pinang mengisi celah penelitian sebelumnya di Indonesia, di mana
sebagian besar literatur Ningrum et al. (2025) lebih menekankan inovasi teknis seperti penggunaan
barcode atau aplikasi tertentu tanpa banyak membahas strategi bertahap berbasis penguatan
kapasitas manual. Oleh sebab itu, temuan ini memberikan kontribusi praktis dan akademis yang

penting dalam memperkaya diskursus mengenai digitalisasi pemerintahan desa di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sungai Pinang telah berhasil meningkatkan
kapasitas pelayanan administrasi pemerintahan desa melalui implementasi sistem digitalisasi,
dengan tingkat ketercapaian target yang tinggi karena metode partisipatif, pelatihan intensif, dan
pendampingan teknis mampu menyesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan perangkat desa.
Dampak yang dirasakan meliputi percepatan, akurasi, dan transparansi pelayanan, serta
meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Manfaat kegiatan ini
menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa merupakan strategi efektif untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan berbasis data. Untuk keberlanjutan
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program PKM berikutnya, disarankan agar desa terus memperbarui sistem digital,
menyelenggarakan pelatihan bagi perangkat baru, membentuk tim monitoring internal, serta
melibatkan masyarakat secara rutin dalam memberikan masukan agar sistem tetap relevan dan
adaptif terhadap kebutuhan lokal.
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